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ABSTRAK 

Anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, 

Pembimbing Kemasyarakatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penuntut Umum, Hakim, dan 

Advokat. Meskipun pada dasarnya tidak ada kewajiban, tapi hal tersebut untuk kepentingan 

terbaik bagi anak. Sebagaimana tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Guru Ngaji 

terhadap 4 orang siswi yang berusia 10-14 tahun yang mengikuti pembelajaran al-qur’an di 

rumah Guru Ngaji, mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga dijatuhkan putusan pengadilan 

belum memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi. Pada penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis 

penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi dengan anak korban tindak pidana 

pencabulan yang terjadi di Talangsari masih tidak dilaksanakan. Penyidik, Penuntut Umum 

dan Hakim hanya berfokus untuk mengadili tersangka. Sehingga kedepannya agar aparat 

penegak hukum lebih memperhatikan hak anak korban tindak pidana agar bisa memulihkan 

kondisinya seperti sediakala. 

Kata Kunci: Anak Korban, Pemenuhan Rehabilitasi. 

 

PENDAHULUAN 

Kekerasan terhadap anak, baik fisik 

maupun non fisik merupakan suatu 

tindakan yang dapat mencelakakan anak. 

Menurut Marzuki Umar Sa’abah, 

kekerasan terhadap anak merupakan 

suatu tindakan orang dewasa kepada anak 

dengan disengaja atau tidak yang bisa 

mengakibatkan terganggunya proses 

tumbuh kembang anak, sehingga dapat 

menimbulkan cacat fisik, mental bahkan 

kematian kepada anak.
1
 

                                                           
1
 Marzuki Umar Sa’bah dalam Badan Penelitian 

Dan Pengembangan Hukum Dan HAM 

Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2016, Studi 

Meta Analisis Upaya Negara Terhadap 

Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta 

Selatan, hlm. 29-30. 

Lebih lanjut Marzuki Umar Sa’bah 

menyatakan bahwa bentuk kekerasan 

terhadap anak terbagi menjadi 4, sebagai 

berikut:  

a. kekerasan fisik merupakan suatu 

tindakan yang menyebabkan rasa sakit 

atau berpotensi sakit yang dilakukan 

oleh orang lain. Seperti contoh 

menendang, memukul, menampar, 

dilempar benda tumpul, dll 

b. kekerasan seksual merupakan tindakan 

yang melibatkan anak kegiatan seksual 

yang tidak dimengerti sang anak 

dalam hal perlakuan yang tidak 

senonoh oleh orang lain. Perlakuan 

tersebut mengarah kepada pornografi, 

perkataan-perkataan porno, perbuatan 

cabul dan persetubuhan terhadap anak-

anak yang dilakukan oleh orang lain 
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atau melibatkan anak dalam kegiatan 

prostitusi 

c. kekerasan psikis merupakan segala 

perbuatan yang menyebabkan 

terhambatnya perkembangan 

psikologis anak seperti memberikan 

kalimat yang mengancam, berkata-

kata kasar, mencemooh anak, dan 

memperlakukan anak secara 

diskriminatif kekerasan ekonomi 

merupakan tindakan yang melibatkan 

anak sebagai pekerja dan kegiatan 

perekonomian demi kebutuhan orang 

tuanya atau orang lain yang menyuruh 

anak bekerja secara berlebihan, 

bahkan bisa menjerumuskan anak 

kepada dunia prostitusi untuk 

kepentingan ekonomi.
2
 

Salah satu bentuk kekerasan yang 

sering terjadi kepada anak adalah 

kekerasan seksual. Arsa Ilmi menyatakan, 

bahwa pada dasarnya hukum pidana 

Indonesia tidak mengenal istilah 

mengenai kekerasan seksual kepada anak. 

Bab XIV Buku Kedua Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (selanjutnya 

disebut KUHP) hanya menggunakan 

istilah kejahatan terhadap kesusilaan.
3
 

Berdasarkan pendapat dan uraian di 

atas dapatlah dikatakan bahwa kekerasan 

terhadap anak bisa berupa kekerasan 

secara fisik, seksual, psikis, dan ekonomi 

yang dapat berdampak buruk kepada 

anak. Istilah kekerasan seksual terhadap 

anak, tidak dikenal di dalam KUHP. 

Namun menurut KUHP kekerasan 

seksual termasuk kejahatan terhadap 

kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 

sampai dengan Pasal 303 KUHP. 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 30-31. 

3
 Arsa Ilmi B., dkk., 2022, Refleksi Penanganan 

Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi 

Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-

2020), Indonesia Judicial Research Society 

(IJRS), Jakarta, hlm. 16. 

Seiring berkembangnya waktu dan 

peradaban masyarakat, pemerintah telah 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang. Perubahan 

Undang-Undang Tentang Perlindungan 

Anak (selanjutnya disebut Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016) tersebut 

membuat perumusan kekerasan seksual 

kepada anak mengalami perkembangan 

pula. 

Secara terminologi di dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak 

dijelaskan tentang pengertian kekerasan 

seksual, akan tetapi di dalam Undang-

Undang tersebut terdapat larangan 

melakukan perbuatan persetubuhan atau 

perbuatan cabul pada anak. Apabila 

dibandingkan dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016, KUHP 

memberikan batasan bahwa yang menjadi 

korban persetubuhan adalah anak 

perempuan, sedangkan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tidak membatasi 

jenis kelamin anak sebagai korban 

persetubuhan, sehingga anak perempuan 

maupun anak laki-laki berpotensi menjadi 

korban kekerasan seksual. Oleh karena 

itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 anak laki-laki maupun 

anak perempuan memiliki dan berhak 

memperoleh perlindungan hukum yang 

sama, apabila menjadi korban kekerasan 

seksual. 
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Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

(selanjutnya disebut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012), disebutkan 

bahwa anak yang berhadapan dengan 

hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya 

menurut ketentuan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012, 

disebutkan bahwa dalam menangani 

perkara Anak, Anak Korban, dan/atau 

Anak Saksi, Pembimbing 

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial 

Profesional dan Tenaga Kesejahteraan 

Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, 

Hakim, dan Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya wajib 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

Anak dan mengusahakan suasana 

kekeluargaan tetap terpelihara. Abintoro 

Prakoso menyatakan bahwa mengingat 

sifat dan psikis anak dalam konteks 

tertentu memerlukan perlakuan khusus 

serta perlindungan yang khusus pula, 

terutama pada tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan perkembangan mental 

maupun jasmani.
4
 

Berdasarkan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat 

diperoleh gambaran bahwa aparat 

penegak hukum, tenaga kesejahteraan 

sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan 

advokat wajib memperhatikan 

kepentingan yang terbaik kepada anak, 

baik sebagai pelaku (anak yang 

berkonflik dengan hukum), anak korban, 

dan/atau anak saksi dalam perkara anak. 

Makna dari kepentingan yang terbaik 

kepada anak tersebut terutama yang 

menyangkut hak anak korban dan anak 

                                                           
4
 Abintoro Prakoso, 2016, Pembaharuan Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Aswaja Pressindo, 

Yogyakarta, hlm. 24. 

saksi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 90 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 

sebagai berikut : 

a. upaya rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial, baik di dalam 

lembaga maupun di luar lembaga 

b. jaminan keselamatan, baik fisik, 

mental, maupun sosial, dan  

c. kemudahan dalam mendapatkan 

informasi mengenai perkembangan 

perkara. 

Hak anak korban diberikan sebagai 

akibat atau dampak dari tindak pidana 

yang dialami, salah satu contohnya 

adalah dalam tindak pidana kekerasan 

seksual.  

Menurut Nurtjahyo, kekerasan 

seksual terhadap anak dapat 

mengakibatkan korban mengalami luka 

secara fisik, gangguan psikologis, dan 

gangguan sosial. Dampak fisik tersebut 

dapat berupa hilangnya keperawanan 

korban, luka ringan hingga luka berat, 

bahkan kematian. Penderitaan korban 

kekerasan seksual bisa mengalami 

trauma, depresi, stress, hingga 

ketidaktenangan dalam jiwa sampai 

timbul keinginan untuk bunuh diri. 

Korban juga cenderung mengurung diri 

agar tidak bertemu dengan orang lain 

yang tidak dikenal dan sulit untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Terkadang, korban mendapatkan stereotip 

yang kurang baik di masyarakat. 

Masyarakat berpendapat bahwa 

kekerasan seksual terjadi karena korban 

berusaha mengundang tindakan 

kekerasan seksual tersebut, seperti 

contoh: dilihat dari cara berpakaian 

korban, korban tidak melawan ketika 

tindakan kekerasan seksual terjadi, dan 

perilaku korban yang dirasa 
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memunculkan kesempatan untuk 

melakukan tindakan kekerasan seksual.
5
 

Begitu beragamnya dampak yang 

dialami dan diderita oleh anak korban, 

diperlukan upaya pemenuhan hak-hak 

korban sebagai bentuk perlindungan 

hukum. Adapun bentuk perlindungan 

hukum terhadap anak korban kekerasan 

seksual diatur dalam pada Pasal 69A 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

yang bersifat khusus berupa sebagai 

berikut: 

a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, 

nilai agama, dan nilai kesusilaan 

b. rehabilitasi sosial 

c. pendampingan psikososial pada saat 

pengobatan sampai pemulihan, dan 

d. pemberian perlindungan dan 

pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, 

penuntutan, sampai dengan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Ketentuan lain yang berkaitan 

dengan perlindungan terhadap anak 

korban kekerasan seksual, diatur dalam 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2020, Tentang 

Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak 

Saksi. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 

75 Tahun 2020 menyebutkan bahwa 

proses rehabilitasi sosial terhadap anak 

korban dan anak saksi diberikan 

berdasarkan permintaan orang tua atau 

wali, keluarganya, atau laporan penyidik, 

masyarakat, atau tenaga kesehatan. 

Sehubungan dengan permintaan tersebut, 

pekerja sosial akan melakukan asesmen 

terhadap anak korban dan anak saksi. 

Hasil asesmen yang dibuat oleh pekerja 

sosial akan menentukan kelayakan 

pemberian rehabilitasi sosial terhadap 

                                                           
5
 Nurjahyo dalam Arsa Ilmi B., dkk., 2022, 

Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di 

Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan 

Pengadilan Tahun 2018-2020), Indonesia Judicial 

Research Society (IJRS), Jakarta., hlm. 47. 

anak korban dan anak saksi. Selanjutnya 

dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden 

Nomor 75 Tahun 2020 menjelaskan 

bahwa rehabilitasi sosial terhadap anak 

korban dan anak saksi dilakukan oleh 

pekerja sosial dibantu oleh tenaga 

kesejahteraan sosial. Adapun pada Pasal 7 

ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 

Tahun 2020 menyebutkan tahapan 

rehabilitasi yaitu pendekatan awal, 

pengungkapan dan pemahaman masalah, 

penyusunan rencana pemecahan masalah, 

pemecahan masalah, resosialisasi, 

terminasi, dan bimbingan lanjut. 

Kemudian Pasal 7 ayat (3) sampai dengan 

ayat (4) menyebutkan apabila pelaksaan 

rehabilitasi sosial dilakukan di dalam 

lembaga, maka dilaksanakan pada balai 

rehabilitasi sosial bagi anak yang 

memerlukan perlindungan khusus milik 

pemerintah pusat atau panti milik 

pemerintah. Sedangkan jika dilakukan di 

luar lembaga, maka dilaksanakan pada 

lembaga kesejahteraan sosial anak milik 

swasta atau masyarakat. Pengaturan lebih 

lanjut mengenai bentuk rehabilitasi 

sosial, terdapat dalam Pasal 8 Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2020 yang 

membagi rehabilitasi sosial anak korban 

dan anak saksi diberikan dalam bentuk 

rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi 

sosial lanjut. 

Walaupun secara normatif anak 

korban tindak pidana memiliki beberapa 

hak sebagai bentuk perlindungan hukum, 

namun pemenuhan terhadap hak-hak 

anak korban tersebut belum dapat 

dipastikan bisa dinikmati oleh anak 

korban, sebagaimana tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh Guru 

Ngaji terhadap 4 orang siswi yang berusia 

antara 11-14 tahun yang mengikuti 

pembelajaran al-qur’an di rumah Guru 

Ngaji, mulai tahap penyidikan, 

penuntutan hingga dijatuhkan putusan 

pengadilan belum memperoleh 
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perlindungan hukum dalam bentuk 

rehabilitasi. 

Berpijak pada latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan 

bagaimana pemenuhan rehabilitasi 

terhadap anak sebagai korban tindak 

pidana kekerasan seksual ? 

METODE PENELITIAN 

Guna menjamin suatu kebenaran 

ilmiah, maka dalam suatu penelian 

dibutuhkan metode yang tepat. Adapun 

metode yang dipergunakan dalam 

penelitian ini meliputi metode 

pendekatan, jenis penelitian, bahan 

hukum, teknik pengambilan dan teknik 

analisis 

A. Metode Pendekatan 

Suatu penulisan hukum 

didalamnya terhadap beberapa 

pendekatan. Pendekatan-pendekatan 

yang digunakan dalam penulisan 

hukum adalah pendekatan Undang-

Undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan histori (historical 

approach), pendekatan perbandingan 

(comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah pendekatan Undang-

Undang (statute approach), 

pendekatan case (case approach), 

dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). 

Pendekatan perundang-

undangan (statute approach), yaitu 

dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. Pendekatan ini akan 

memberikan kesempatan untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-

undang dengan undang-undang 

lainnya atau antara undang-undang 

dan Undang-Undang Dasar atau 

regulasi dan undang-undang. 

Pendekatan kasus (case approach), 

yaitu dengan menelaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan 

isu yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pendekatan konseptual (conseptual 

approach), yaitu pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum.
6
 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif (legal 

research), yakni menemukan 

kebenaran koherensi, yaitu adakah 

aturan hukum sesuai norma hukum 

dan adakah norma yang berupa 

perintah atau larangan itu sesuai 

dengan prinsip hukum, serta apakah 

tindakan (act) seseorang sesuai 

dengan norma hukum (bukan hanya 

sesuai aturan hukum) atau prinsip 

hukum.
7
. 

C. Bahan Hukum Penelitian 

Menurut Peter Mahmud 

Marzuki, bahan hukum terbagi 

menjadi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier.
8
 Bahan hukum 

primer merupakan bahwan hukum 

yang bersifat auroritatif berupa 

perundang-undangan. Kemudian 

bahan hukum sekunder berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan 

meruakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, dan komentar-komentar atas 

                                                           
6
 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian 

Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, hlm. 133-135. 
7
 Ibid., hlm. 47. 

8
 Soerjono Soekanto dalam Muhaimin, 2020, 

Metode Penelitian Hukum, Mataram University 

Press, Mataram, hlm. 59. 
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putusan pengadilan.
9
 Selanjutnya 

bahan hukum tersier merupakan 

bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder, 

seperti kamus, kamus bahasa, 

ensiklopedia, dan ensiklopedia 

hukum.
10

 

Peraturan perundang-undangan 

yang digunakan adalah peraturan 

peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kaitan dengan penelitian. 

Adapun peraturan perundang-

undangannya sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

2. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

3. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang 

4. Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban 

5. Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2021 Tentang 

Perlindungan Khusus Bagi Anak 

7. Peraturan Presiden Nomor 75 

Tahun 2020 Tentang 

                                                           
9
 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hlm. 181. 

10
 Muhaimin, op.cit., hlm. 60. 

Pelaksanaan Hak Anak Korban 

Dan Anak Saksi 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 

7 Tahun 2021 Tentang Asistensi 

Rehabilitasi Sosial 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 

7 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 

2021 Tentang Asistensi 

Rehabilitasi Sosial 

Adapun bahan hukum sekunder 

yang digunakan penyusun dalam 

skripsi berupa buku-buku teks dan 

jurnal online. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan 

hukum pada penelitian ini adalah 

mencari peraturan perundang-

undangan mengenai atau yang 

berkaitan serta mengumpulkan 

putusan pengadilan mengenai isu 

hukum yang dihadapi.
11

. 

E. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisis yang digunakan 

adalah bahan hukum dikumpulkan, 

dikelompokkan, dan ditelaah. 

Tahapan tersebut dilakukan secara 

sistematis dan logis yaitu adanya 

hubungan serta keterkaitan antara 

bahan hukum yang satu dengan 

bahan hukum yang lain untuk 

mendapatkan gambaran umum 

jawaban dari permasalahan yang 

dibahas.
12

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Pemenuhan Rehabilitasi Terhadap Anak 

Sebagai Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

 Sebelum dibahas lebih lanjut 

tentang pemenuhan rehabilitasi terhadap 

anak sebagai korban tindak pidana 

                                                           
11

 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hlm. 237-238. 
12

 Ibid., hlm. 67-68. 
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kekerasan seksual, terlebih dahulu 

diuraikan kasus posisi pencabulan 

terhadap santri di Talangsari. 

Pada kasus tersebut terdapat 4 anak 

santri yang menjadi korban kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh Ustad yang 

berprofesi sebagai guru ngaji. Adapun 

anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual sebagai berikut : 

a. Anak Korban 1 yang berumur 12 

tahun. 

b. Anak Korban 2 yang berumur 10 

tahun. 

c. Anak Korban 3 yang berumur 14 

tahun. 

d. Anak Korban 4 yang berumur 12 

tahun. 

Kejadian tersebut terjadi sekira bulan 

April 2021, awalnya Anak Korban 1 

belajar mengaji al-Quran di rumah Ustad 

yang berprofesi sebagai guru mengaji. 

Setelah beberapa bulan mengaji di sana 

dengan hafalan doa-doa di rumahnya, 

tepatnya di dalam kamar pribadi, Anak 

Korban 1 disuruh masuk dengan tujuan 

pengobatan spiritual dan ritual doa-doa. 

Di dalam kamar, Anak Korban 1 disuruh 

untuk tidur terlentang sambil 

memejamkan mata, setelah itu Anak 

Korban 1 dipegang di bagian yang 

dikeluhkan sakit dan dibimbing 

mengikuti mengucap kembali doa ritual. 

Setelah itu memegang bagian perut lanjut 

meremas payudara dan lanjut lagi  

memegang bagian vagina tanpa membuka 

celana dalam dilanjutkan menggesekkan 

dua jari ke dalam vagina durasi kurang 

lebih selama 1-3 menit. Karena merasa 

risih dan takut, Anak Korban 1 menepis 

tangan Ustad dengan maksud masih ingin 

tetap memegang vagina Anak Korban 1. 

Setelah itu, Ustad dengan muka marah 

menghentikan ritualnya dan Anak Korban 

1 bersama teman-teman merasa ketakutan 

dan keluar dari kamar. Perbuatan cabul 

tersebut dilakukan lebih 20 kali di tempat 

yang sama dengan modus yang sama dan 

bersama teman-teman dalam kamar dan 

kadang sendirian. Hal serupa juga 

dilakukan kepada Anak Korban 2, Anak 

Korban 3, dan Anak Korban 4. Keempat 

anak korban tersebut akhirnya melaporkan 

tindakan yang dilakukan oleh Ustad 

kepada orang tua mereka. Hingga 

akhirnya, orang tua dari keempat anak 

korban tersebut melaporkan pencabulan 

tersebut ke Polres Jember. 

Pada saat pelaporan di Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

Polres Jember, keempat anak korban 

tersebut langsung dibuatkan permintaan 

keterangan Visum et Repertum dan 

psikiatri di Rumah Sakit Daerah dr. 

Soebandi. Adapun hasilnya sebagai berikut 

: 

 Visum et 

Repertum 

Surat 

Keterangan 

Psikiatri 

Anak 

Korban 

1 

Diagnosa 

selaput 

dara utuh 

Pada 

pemeriksaan 

saat ini dalam 

kondisi reaksi 

stres akut 

karena 

pelecehan 

seksual 

Anak 

Korban 

2 

Diagnosa 

selaput 

dara utuh 

Pada 

pemeriksaan 

saat ini dalam 

kondisi 

gangguan 

penyesuaian 

dengan afek 

cemas karena 

pelecehan 

seksual 

Anak 

Korban 

3 

Diagnosa 

selaput 

dara utuh 

Pada 

pemeriksaan 

saat ini dalam 

kondisi reaksi 

stres akut 

karena 
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pelecehan 

seksual 

Anak 

Korban 

4 

Diagnosa 

selaput 

dara utuh 

Pada 

pemeriksaan 

saat ini dalam 

kondisi reaksi 

stres akut 

karena 

pelecehan 

seksual 

Berdasarkan Berkas Perkara Nomor 

BP/33/IV/RES.1.24/2022/Reskrim, ketika 

4 orang anak tersebut diperiksa sebagai 

korban, penyidik tidak memberitahukan 

hak-haknya kepada keempat anak korban 

tersebut. Hak-Hak anak korban sebenarnya 

sudah diatur dalam Pasal 90 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 berupa: 

upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial, baik di dalam lembaga maupun di 

luar lembaga; jaminan keselamatan, baik 

fisik, mental, maupun sosial, dan; 

kemudahan dalam mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan perkara. 

Sehingga keempat korban tidak 

mengetahui apabila ada hak-haknya untuk 

mendapatkan upaya rehabilitasi sosial. 

Jika melihat pemenuhan hak pada 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

keempat anak korban tersebut sudah ada 

beberapa hak yang terpenuhi. Adapun hak-

hak yang sudah terpenuhi adalah 

memperoleh perlindungan atas keamanan 

pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta 

bebas dari ancaman yang berkenaan 

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 

telah diberikan; memberikan keterangan 

tanpa tekanan; bebas dari pertanyaan yang 

menjerat; mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan kasus; 

mendapatkan informasi mengenai putusan 

pengadilan; dirahasiakan identitasnya. 

Akan tetapi pada saat pemeriksaan di 

tingkat penyidikan, dalam Berita Acara 

Pemeriksaan keempat anak korban tidak 

diberitahukan bahwa mereka memiliki hak 

tersebut oleh penyidik. Lebih lanjut pada 

Berita Acara Pemeriksaan orang tua anak 

korban, bahwa tidak ada pemberitahuan 

hak yang akan didapatkan oleh anak 

korban. Atas ketidaktahuan tersebut itulah 

yang menyebabkan orang tua korban tidak 

mengusahakan pemenuhan rehabilitasi atas 

hak anak korban jika hal tersebut tidak 

dipenuhi oleh penyidik. Permintaan 

rehabilitasi tersebut pada dasarnya sudah 

diatur lebih jelas dalam Pasal 6 Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2020  

Langkah yang diambil oleh penyidik 

diawal pada dasarnya sudah benar, karena 

sudah memberikan kepentingan yang 

terbaik bagi anak korban dengan cara 

melakukan Visum et Repertum dan 

permintaan keterangan kepada psikiatri. 

Akan tetapi berdasarkan hasil psikiatri 

yang didapat, anak korban tersebut tidak 

mendapatkan tindak lanjut atas kesimpulan 

dari hasil psikatri tersebut. Pada dasarnya 

anak korban kekerasan seksual tersebut 

memperoleh hak yang tertuang pada Pasal 

69A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2016 berupa rehabilitas sosial, 

pendampingan psikososial pada saat 

pengobatan sampai pemulihan, dan 

pemberiaan perlindungan serta 

pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, 

penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 

Apabila mengacu pada Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, 

keempat anak korban tersebut pada 

dasarnya berhak mendapatkan bantuan 

rehabilitasi psikososial dan psikologi jika 

dilihat dari Surat Keterangan Psikiatri. 

Bantuan rehabilitasi psikososial berguna 

untuk meringankan, melindungi, dan 

memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan 
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sosial serta spiritual keempat korban. 

Sehingga keempat korban bisa hidup 

seperti semula. Bantuan tersebut berupa 

bantuan psikolog kepada keempat korban.  

 Lebih lanjut dalam proses pemenuhan 

rehabilitasi yang diperoleh oleh anak 

korban tidak didapatkan ketika 

persidangan berlangsung. Berdasarkan 

Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr 

secara garis besar hanya berfokus kepada 

proses mengadili terdakwa, tanpa 

memperhatikan kondisi anak korban 

meskipun hakim dan jaksa sudah 

mengetahui bahwa anak korban tersebut 

membutuhkan penanganan lebih lanjut 

atas hasil keterangan psikatri. Anak korban 

ketika proses penyidikan, penuntutan, 

sampai pemeriksaan di persidangan juga 

tidak didampingi oleh psikolog. 

Jika mengacu kepada hak korban 

kejahatan seksual yang diatur pada Pasal 

54 sampai dengan Pasal 60 Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, anak 

korban di atas belum sepenuhnya 

mendapatkan hak sebagai korban 

kejahatan seksual. Para korban tidak 

mendapatkan edukasi tentang kesehatan 

reproduksi, nilai agama, dan nilai 

kesusilaan. Anak korban juga tidak 

mendapatkan rehabilitasi sosial, meskipun 

sudah terdapat keterangan dari psikatri. 

Pendampingan yang dilakukan oleh 

psikolog pada saat pengobatan sampai 

pemulihan tidak dilaksanakan. Kemudian 

pemberian perlindungan dan 

pendampingan pada setiap pemeriksaan 

mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai 

dengan pemeriksaan di sidang pengadilan 

juga tidak terlaksana dengan baik. 

 

KESIMPULAN 

Berpijak pada permasalahan yang ada 

dikaitkan dengan hasil penelitian serta 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pemenuhan rehabilitasi terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana kekerasan 

seksual dalam perkara pelecehan seksual 

(pencabulan) terhadap santri yang terjadi 

di Talangsari belum dilakukan pada semua 

tingkat pemeriksaan, baik oleh penyidik, 

penuntut umum, maupun hakim, sehingga 

hak anak korban kekerasan seksual yang 

berupa rehabilitasi berlum terpenuhi. Para 

santri sebagai korban kekerasan seksual 

dalam proses peradilan baru memperoleh 

perlindungan atas keamanan pribadi, 

keluarga, dan harta bendanya serta bebas 

dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikan, memberikan keterangan tanpa 

tekanan, bebas dari pertanyaan yang 

menjerat, mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan kasus, 

mendapatkan informasi mengenai putusan 

pengadilan serta dirahasiakan identitasnya 
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